BAB V

SIMPULAN & SARAN

51  Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap data-data guna

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

a.

Pemerintah Daér'ah IKabupatén Padéng Pariaman telah melengkapi
komponen-komponen yang dibutuhkan suatu Sistem Informasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk dapat berjalan dengan
baik.

Komponen-komponen  tersebut bekerja secara terintegrasi
membentuk suatu Sistem penatausahaan barang milik daerah. Adapun
kekurangan-kekurangan minor pada komponen tersebut tidak
menghambat sistem tersebut untuk berjalan sebagaimana mestinya.
Prosedur penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman dapat dirinci menjadi prosedur pembukuan,
inventarisasi, dan  pelaporan.  Setiap  prosedur  tersebut
mendeskripsikan dokumen yang digunakan, pihak-pihak yang
terlibat, dan alur kegiatan yang dilakukan. Prosedur tersebut diatur
dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 34 tahun 2012
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun Perda tersebut

belum mengacu pada aturan terbaru.



c. Analisis kelengkapan  komponen-komponen  sistem  yang

menunjukkan kelengkapan komponen, analisis PIECES yang
menunjukkan bahwa sistem sudah cukup layak, dan kualitas informasi
yang dihasilkan sistem (ditinjau dari relevansi, keandalan,
kelengkapan, tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi)
menunjukkan bahwa secara umum sistem informasi penatausahaan
Barang Milik Daerah telah-cukup memadai untuk mencapai tujuan

penatausah‘aan Bérang Milik Daerah.

5.2 Saran

Saran-saran berikut dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Padang

Pariaman dapat meningkatkan 'kualitas sistem informasi Penatausahaan Barang

Milik Daerah, antara lain Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar dapat:

a.

Merevisi peraturan daerah terkait penatausahaan Barang Milik Daerah
saat ini agar mengacu pada peraturan nasional yang terbaru,
Melakukan upgrade aplikasi SIMDA BMD ke versi terbaru,
Pemerintah' ‘Kabupaten Padang Pariaman agar meningkatkan
pengendalian di dalam Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik
Daerah.

Meminimalisasi ketidakefisienan sistem dalam aspek jaringan dan
komunikasi data dengan cara menerapkan sistem secara on-line.



